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ABSTRAK 
YULI MOELAWATI PRATAMA (B111 10 149). Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Anak Sebagai Korban Amuk Massa Di Kota Makassar 
(dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Dara 
Indrawati selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap 
amuk massa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian 
dalam menanggulangi adanya korban amuk massa di kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Wawancara 
dilakukan secara terstruktur dan juga pertanyaan dikembangkan di depan 
narasumber. Dilakukan juga telaah dokumen-dokumen serta perundang-
undangan tentang kejahatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1).  Peranan anak terhadap 
amuk massa di kota Makassar yaitu orang tua yang tidak memberikan 
perhatikan terhadap anaknya, kurangnya pengetahuan yang didapatkan 
sejak dini, dan faktor lingkungan (2). Upaya-upaya yang telah dilakukan 
oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi adanya anak sebagai korban 
amuk massa di kota Makassar berupa upaya preventif yaitu upaya tindak 
lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan upaya 
represif berupa penerapan sanksi kepada pelaku kejahatan amuk massa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang begitu sempurna 
tak ada tandingannya di muka bumi ini, tak ada satupun yang dapat 
mengubah, selain kehendak Allah swt. Manusia, hewan, tumbuhan 
dan segala isi dimuka bumi ini hanya milik Allah swt dan semuanya 
akan kembali kepadanya, dan itu atas kehendak Allah swt. 
Manusia diciptakan hampir dalam keadaan sempurna, karena 
kesempurnaan hanya milik Allah swt. Manusia pertama di bumi 
adalah Adam dan Hawa, mereka dipertemukan bertahun-tahun 
lamanya untuk menjadi pasangan yang utuh. Perlu diketahui pula 
bahwa hanya manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna 
dibandingan dengan makhluk lain ciptaan Allah swt. Seiring 
berjalannya waktu, zaman berganti zaman Adam dan Hawa menjadi 
keluarga yang sakinah, mawaddah dan marahman. 
Zaman sekarang keluarga menjadi salah satu faktor 
pedoman untuk hidup lebih baik sampai masa yang akan datang. 
Dalam sebuah keluarga tidak dapat dikatakan lengkap jika hanya 
terdiri dari suami istri. Keluarga baru dapat dikatakan sempurna jika 
ada orangtua, saudara, anak-anak dan sebagainya yang 
dikategorikan termasuk keluarga. 
2 
 
Orangtua merupakan seorang ayah dan ibu, memiliki 
tanggungjawab terhadap keluarganya. Seorang ayah dan ibu masing-
masing memiliki hak dan dan kewajiban dalam rumah tangga. 
Seorang ayah menafkahi keluarga dan seorang ibu melayani 
keluarganya dengan penuh rasa kasih sayang. 
Pasangan suami istri dalam sebuah keluarga sangat 
mengharapkan seorang keturunan yang dapat menjadi penerus atau 
generasi selanjutnya setelah orangtuanya. Tidak lengkap 
kebahagiaan orangtua jika tidak memiliki keturunan atau anak. 
Keturunan atau anak merupakan anugerah terindah yang 
diciptakan oleh Allah swt untuk sebuah keluarga yang bahagia. 
Keturunan atau anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah 
swt kepada orangtua yang mengharapkannya, dan tak ada orangtua 
yang tidak mengharapkan seorang keturunan atau anak untuk 
menjadi penerus atau generasinya yang akan datang. Keturunan atau 
anak yang terbaik diinginkan setiap orangtua atau dalam sebuah 
keluarga. 
Anak merupakan keturunan yang harus dijaga, dilindungi, 
serta mendapatkan kasih sayang penuh terhadap orang disekitar 
lingkungan dia berada. Anak menjadi peran penting dalam 
masyarakat hidup berbangsa dan bernegara, karena merupakan 
salah satu asset yang sangat berharga di dunia. Anak tidak hanya 
menjadi seseorang yang hanya berdiam diri dan berpangku tangan 
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terhadap apa yang telah diwariskan oleh orangtuanya tetapi juga 
meiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarga dan lingkungannya. 
Fenomena saat ini perlu pula diketahui tentang sejarah 
lahirnya hukum anak di Indonesia. Pengaturan Hukum anak di Negara 
kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-
undangan. Misalnya ada yang diatur dalam bentuk undang-undang, 
staatblaad, ordonasi, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. 
Hal ini membawa sulitnya memahami hukum anak itu sendiri. 
Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, 
ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur 
secara tersendiri kriteria tentang anak. 
Perhatian terhadap anak sudah lama sejalan dengan 
peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin 
berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan 
Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan 
khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara 
maksimal. 
Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah 
dirumusakan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 
No. 674 Jo 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan kerja anak dan 
wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1925 No. 87 yang 
megatur pembatasa anak dan orang muda bekerja di atas kapal. 
Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan melalui berlaku pada tanggal 
26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya seperti pasal 45,46, dan 
47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana. Sebaliknya Pasal-pasal 285, 287, 290, 292, 292, 294, 296, 
dan 297 dan lain-lain memberikan perlindungan terhadap anak 
dibawah umur, dengan memperberat hukuman, atau 
mengkualifikasikan sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan 
tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan itu bukan 
merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. 
Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-undang pokok perburuhan 
(UU No 12 tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. 
Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula UU No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 tahun 
198 tentang Usaha kesejahteraan anak (29 Februari 1988). 
Dari berbagai rumusan-rumusan yang telah diusulkan dan  
ditetapkan, melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya 
kalangan menengah ke bawah. Masyarakat dalam lingkup keluarga 
itu sendiri masih saja keturunan atau anak-anaknya tidak dalam 
pengawasan orang tuanya. Inilah yang sangat mengkhawatirkan bagi 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup seorang anak. 
Telah berbagai Peraturan perundang-undangan yang telah 
diterbitkan dan diberlakukan untuk menjamin hak-hak , perlindungan 
dan kejesejahteraan anak, untuk dapat menjadi anak yang lebih baik 
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dan menjadi generasi muda yang akan datang. Setiap orang yang 
melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan 
melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak 
peliharanya. Tetapi sering kali kita jumpai anak menjadi pelaku tindak 
pidana (Anak berkonflik dengan hukum) dan anak menjadi korban 
tindak pidana. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah 
tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. 
Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan 
kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan 
anak, yang sesungguhnya bersandar pada orangtua. Dalam 
kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang 
mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang 
dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan 
jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan 
negative, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak 
melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang 
kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya meerupakan gangguan 
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga 
mengancam masa depan bangsa dan Negara. Atas dasar ini, anak 
perlu dilindungi dari pebuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak 
sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan 
bangsa dan Negara ( Maidin Gultom, 2008: 2). 
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Arif Gosita (Maidin Gultom, 2008:2) mengatakan bahwa anak 
wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja 
(individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan 
korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), 
karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau 
kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupuntidak 
langsung. 
Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 tahun 
1979 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 Lembaran 
Negara tahun 1979 No. 32 Tentang Kesejahteraan anak dan UU 
perkawinan No. 1 tahun 1974, anak masih saja menjadi pelaku tindak 
pidana (anak berkonflik dengan hukum) dan anak menjadi korban 
tindak pidana. 
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban 
orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik itu fisik, mental, spiritual, maupun social. 
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi 
anak yang diharpkan nantinya sebagai penerus bangsa. Upaya 
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perlindungan anak perlu dilaksanakan sendini mungkin, yaitu sejak 
dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. 
 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, 
antara lain adanya dampak negative dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta 
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua. Ini semua telah 
membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan 
masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku 
anak. (Andi Winarni, 2013:3). 
Sementara merata berdasarkan pantauan penulis melalui 
berbagai sumber, kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak dan 
menjadi korban kekerasan dalam masyarakat, telah menyentuh 
hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu Kota besar, kota kecil, 
kabupaten, maupun desa-desa. Di Makassar pun demikian, kasus 
Pencurian yang dilakukan oleh anak dan menjadi korban kekerasan 
oleh Massa, anak sebagai korban dan semakin banyak terjadi. 
Meskipun pihak berwajib telah mengetahui terhadap kasus 
tersebut, masih saja kasus-kasus tersebut menjamur di masyarkat, 
khususnya pada anak yang menjadi korbannya. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Anak Sebagai Korban Amuk Massa Di Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 
beberapa masalah yang akan dipecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran anak selaku korban sehingga terjadi 
amuk massa di kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat 
dilakukan sehingga anak tidak menjadi korban dari amuk 
massa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari 
penulisan ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui peran anak selaku korban sehingga 
terjadi amuk massa di kota Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat 
dilakukan sehingga anak tidak menjadi korban dari amuk 
massa 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 
a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada 
khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. 
Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan 
bagi para Akademisi, Penulis, dan kalangan yang berminat 
dalam bidang kajian yag sama. 
b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan 
referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil 
langkah-langkah strategi dalam pelaksanaan penerapan hukum 
terhadap tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar pada 
khususnya. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan 
sumber informasi dan sedikit referensi untuk menambah tentang 
arti penting penegakan hukum bagi pelaku hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban 
dan  logos  yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu 
study yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia 
sebagai kenyataan sosial. Rena Yulia (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris 
Gultom, 2008:34). 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/study yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan kenyataan sosial, Arif Gosita (Siswanto 
Sunarso, 2012:2) perumusan ini membawa akibat perlunya suatu 
pemahaman, yaitu: 
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi 
sebenarnya secara dimensial; 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh 
unsur structural social tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Istilah viktimologi  pertama kali dipergunakan oleh pengacara di 
Yerussalem yaitu Hans Von Hentig 1941 dan Mendelsohn 1947 yang 
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merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai 
viktimologi berkembang dengan pesat. Pada dasarnya, perkembangan 
ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat 
dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran seorang ahli kriminologi dan 
pemikiraan kedua ahli ini sangat memepengaruhi setiap fase 
perkembangan kriminologi. (Muhadar, 2006:20) 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
victimology.” Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah 
korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini 
disebut sebagai “general victimoogy.” Pada fase ketiga, viktimologi sudah 
berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena 
penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini 
dikatakan sebagai “new victimology.” (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris 
Gultom, 2008:35). 
Adapun yang terkait dengan viktimologi yang membahas tentang 
ilmu tentang korban, maka para tokoh dan berbagai sumber 
mengemukakan tentang arti korban itu sendiri. 
Barda Nawawi Arief (Muhadar, 2006:18) korban ialah orang-orang, 
baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat 
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perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di 
suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar 
penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu korban termasuk juga orang-orang 
yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) walaupun 
belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional berlaku, 
tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi 
manusia yang diakui secara internasional.  
Stanciu mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang 
dimaksud dengan korban dalam arti luas orang yang menderita dari 
ketidakadilan. Stanciu selanjutnya mengatakan, bahwa ada dua sifat yang 
mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan 
injustice (ketidakadilan). 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para 
ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional, dan 
undang-undang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Arief Gosita (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008:46). 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani 
dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak dirugikan. 
 
b. Muladi (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008:47). 
Korban (victim) orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun 
mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhdap 
hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi 
yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, 
termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
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c. Undang-undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pengahpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau 
ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
 
d. Undang-undang RI Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaan, pengurangan, 
atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, termasu korban dn ahli warisnya. 
 
e. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi Dan Korban “Pasal 1 Angka 1” 
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana. 
 
f. Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime ad Abuse of Power 1985 
Korban (victims)means persons who, individually or 
collectively, have suffering, economic loss or substantial 
impairment of their fundamental rights, through acts or omising 
those laws operative within Member States, including those law 
proscribing criminal abuse of power”...through acts or omissions 
that do not yet constitute violations of national criminal laws but of 
internationally recognized norms relating to human rights. 
 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena 
tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, 
tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan 
yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau 
tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang 
secara langsung atau tidak langsung dalam terjadinya suatu kejahatan. 
Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas 
kejahatan disebabkan korban sering kali memliki peranan yang sangat 
penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang 
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luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat 
memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang 
pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas 
kejahatan. 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, 
dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termsuk didalamnya keluarga 
terdekat atau tanggungan langsung dari korban mengatasi 
penederitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. 
Dari berbagai pengertian di atas, menjelaskan bahwa viktimologi 
tidak hanya membahas mengenai korban saja, tetapi yang menjadi objek 
pengkajian dari viktimologi diantaranya: pihak mana saja yang 
terlibat/memengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal), bagaimanakah 
respone terhadap suatu viktimisasi kriminal, serta faktor penyebab dan 
upaya penanggulangan viktimisasi kriminal dan sebagainya. 
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2. Tipologi Korban Kejahatan 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, 
yaitu : 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal 
Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003:124) 
menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu : 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak 
menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; 
b. Laten or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu; 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahata atau pemicu kejahatan; 
d. Perticipating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memeliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
mejadi korban; 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yaitu : 
a. Unrelated victims adalah mereka yag tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab 
sepenuhnya berada dipihak korban; 
b. Provocative victims adalah merupakan korban yang 
disebabka peranan korban untuk memicu terjadinya 
kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak 
pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama; 
c. Participating victims adalah hakikatnya perbuatan korban 
tidak disadari dapat mendorong perlaku melakukan 
kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam 
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jumlah besar yang tanpa pegawalan, kemudian di bungkus 
dengan tas plastik sehingga mendorong orang 
merampasnya. Aspek ini sepenuhnyatanggungjawab ada 
pada pelaku; 
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, 
dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial 
korban kejahatan. Ditinjau dari aspek 
pertanggungjawabanya terletak pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi 
perlindungan kepada korban yang tidak berdaya; 
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat ersangkut seperti para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertaggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat; 
f. Selfvictimizing vitims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan snediri (korba semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada 
krban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstalasi politik. 
 
3. Ruang lingkup viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: 
peranankorban pada terjadinya tindak pidana, hubungan atara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana. 
Menurut Muladi (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 
2008:43)  vikmologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk: 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab 
musababterjadinya viktimasi; 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia. 
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Menurut J..E Sahetapy (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris 
Gultom, 2008:43), ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana 
seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity 
yang tidak selalu berhubungan degan masalah kejahatan, termasuk pula 
korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan. 
Menurut J.E. Sahetapy(Muhadar, 2006:22), viktimisasi adalah 
penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan 
dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat 
mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi : 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek 
penyalahgunaankekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, 
campur tanganangkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, 
intervensi, danpeperangan lokal atau dalam skala internasional; 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada 
kolusiantara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-
barangtidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk 
aspeklingkungan hidup;  
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, 
terhadapanak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut 
atauorang tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut 
penyalahgunaanobat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang 
kedokteran danlain-lain;  
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yangmenyangkut 
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatanmaupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasiperundangundangan, termasuk 
menerapkan kekuasaan danstigmastisasi kendatipun sudah 
diselesaikan aspekperadilannya. 
 
Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-
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struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 
 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembanga ilmu 
itu sendiri. dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberi manfaat, baik yang sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 
dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat 
mempelajari viktimologi. dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan 
akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita(Rena Yulia, 2010:17) 
adalah sebagai berikut : 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa saja korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi; 
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, sosial. tujuannya tidaklah untuk 
menanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai keduddukan dan 
peran korban serta hubungannya dengan pihak selaku serta 
pihak lain. kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi; 
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan 
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pekerjaan mereka. terutama dalam bidang penyuluhan dan 
pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non-
struktural. tujuannya untuk memebrikan pengertian yang baik 
dan agar menjadi lebih waspada; 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali 
aeorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam 
pemerintahan; 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktiisasi criminal. pendapat-pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan criminal 
dan raksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari 
korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupaka juga 
studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. 
 
 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dngan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu : 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum; 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penejlasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana; 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan 
kejahatan delikunsi dan deviasi sebagai suatu proposal yang benar secara 
dimensional. 
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Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan atau perundang-undangan yang selama 
ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan hukum. 
 
B. Anak 
1. Pengertian Anak 
Adapun beberapa yang mendifinisikan pengertian di antaranya 
sebagai berikut: 
1. Undang-undang Pengadilan Anak 
Undang-undang pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 Pasal 1 
ayat 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara 
anak nakal yang tekah mencapai umur 8 tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak 
dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun. 
Sedangkan syarat kedua anak belum pernah menikah. Maksudnya 
tidak sedang terikat perkawinan ataupun pernah kawin dan 
kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan 
atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak 
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dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum mencapai 18 
tahun. 
2. Undang-undang sistem Peradilan Anak 
Undang-undang Sistem Peradilan Anak No. 11 tahun 2012 
Pasal 2 ayat 3 merumuskan, bahwa Anak yang Berkonflik dengan 
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.  
Pasal 2 ayat 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 
yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana.  
Pasal 2 ayat 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 
18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
3. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP, mendifinisikan anak yang belum dewasa 
apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia 
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan 
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supaya si tersangka itu dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 
4. Anak menurut Hukum Perdata 
Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa 
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan 
tidak lebih dahulu telah kawin. 
5. Anak menurut Undang-undang Perkawinan 
Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 
tahun 1974 mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin 
apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita tekah 
mencapai umur 16 tahun. 
6. Undang-undang Perlindungan Anak 
Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002,  
Pasal 1 ayat 1 merumuskan, bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
 
7.  Mahkamah Konstitusi  (MK) memutuskan  
Bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun 
secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, dan 
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intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa 
Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin 
hakanak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 
Beberapa pengertian anak telah dijabarkan oleh berbagai dasar 
hukum yang kuat kemudian penulis menarik kesimpulan mengenai anak 
yaitu seorang hasil hubungan suami istri yang sah, lahir seorang anak 
yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin maka itu 
yang harus dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum. 
2. Dasar hukum perlindungan anak 
Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang 
dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari 
berbagai bentuk kejahatan.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang 
dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai 
berikut, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan , anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak 
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perekembangannya dengan wajar, baik 
secara rohani, jasmani maupun social. Konsideran undang-undang itu 
mengacu pada Pasal 34 UUD 1945, yang mengatakan : Fakir miskin dan 
anak terlantar dipeilahara oleh Negara. Dengan demikian apabila 
ketentuan Pasal 34 UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka 
kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin. 
Dimaksud sebagai anak dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979  
adalah seserorang belum mencapai umur 21 tahun  dan belum pernah 
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kawin. Akan tetapi walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, 
namun apabila ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus 
sebagai anak, melainkan orang yang sudah dewasa. 
3. Sanksi terhadap anak nakal 
1. Pidana 
Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut 
ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari: Hukuman pokok, dan 
Hukuman Tambahan. Hukuman pokok terdiri dari Hukuman mati, 
hukuman penjara, yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau 
hukuman sementara waktu, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 
Sementara hukuman tambahan, dapat berupa: pencabutan beberapa hak 
tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan 
hakim. 
Undang-undang Tentang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1979 tidak 
mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat 
sanksinya setara tersendiri. Pidana pokok menurut UU No. 3 tahun 1979 
(Pasal 23 ayat 2) terdiri dari: 
a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun) 
b. Pidana kurungan; 
c. Pidana denda; atau 
d. Pidana pengawasan 
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Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun 
penjara seumur  hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal 
maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam UU ini adalah pidana 
pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP. 
Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa: 
a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau 
b. Pembayaran ganti kerugian. 
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang 
melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat 1 UU No. 3 tahun 1979 
paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 
hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak diancam 
pidana itu maksimum 10 tahun. Dengan ketentian pasal 26 ini, maka 
ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak 
harus dibaca setengah dari abcaman bagi orang dewasa.Bagi anak nakal 
yang belum mencapai umur 12 tahun dan melakukan tindk pidana yanh 
diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, 
sesuai Pasal 24 ayat 1 huruf (a) UU No. 3 tahun 1979, maka terhadapnya 
tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana; melainkan menyerahkan anak itu 
kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai 
dengan Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 3 tahun 1979, paling lama 
(maksimum) setengah dari maksimum ancaman pidana kuungan bagi 
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orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan 
kepada anak nakal (Pasal 28 UU No. 3 tahun 1979) adalah setengah dari 
maksimum ancaman pidana denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka 
wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama Sembilan puluh hari 
kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari, dan tidak boleh 
dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 
Permenaker No.: Per-01/Men/1987 yang menentukan  anak yang 
terpaksa bekerja tidak  boleh bekerja lebih dari 4 jam sehari, tidak bekerja 
pada malam hari (Prinst Darwan, 1994:37). 
2. Tindakan 
Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 
24 UU No. 3 tahun 1979) adalah sebagi berikut: 
a. Dikembalikan kepada orang tuanya 
Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang 
tua/wali/orang tua asuh,apabila menurut penilaian hakim si anak 
masih dapat di bina di lingkungan orang tua/wali/orang tua 
asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah 
pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan anatar 
lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. 
b. Diserahkan kepada Negara 
Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan 
pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di 
lingkungan keluarga (Pasal 24 ayat 1 UU No. 3 tahun 1979), 
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maka anak itu diserahkna kepada Negara dan disebut sebagai 
anak Negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan anak da wajib mengikuti pendidikan, pembinaan 
dan latihan kerja. Tujuannya untuk member bekal keterampilan 
kepada anak, denhgan memberikan keterampilan mengenai: 
pertukangan ,pertanian, perbengkelan, tat rias, dan sebagainya. 
Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup 
mandiri,. 
c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial 
Kemasyarakatan. 
Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak 
nakal, adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau 
organisasi Sosial Kemasyarakatan.yang bergerak di bidang 
pendidikan,, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan 
dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja itu diselenggrakan oleh Pemerintah di lembaga 
Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen sosial. Akan tetapi 
dalam hal kepentingan si anak meghendaki, aka hakim dapat 
menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi social 
kemasyarakatan, seperti: Pesantren, panti sosial, dan lembaga 
sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c UU No. 3 tahun 1979). 
Apabila anak diserahkan kepada organisasi sosial 
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kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak 
bersangkutan. 
C. Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Membahas tentang kejahatan belum ada definisi yang pasti tentang 
kejahatan tersebut, tetapi kejahatan dibahas secara khusus di Buku 2 
KUHP Tentang kejahatan. 
Kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang 
di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada 
yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek Yuridis, 
Sosiologis, dan Kriminologis. 
 Ada beberapa yang dapat menjadi acuan tentang pengertian 
kejahatan itu. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu 
perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan 
paling tidak disukai oleh rakyat. 
Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang 
tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat 
itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas 
kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena 
kelakuan tersebut. 
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Konsep Kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan 
adalah pangkal tolak untuk menejelaskan bagaimana posisi huum korban. 
Ada 2 (dua) konsep kejahatan, yaitu: 
1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara 
atau kepentingan publik yag dipresentasikan oleh instrumen 
demokratik negara. 
2. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap 
kepentinga orang perseorangan dan juga melanggar 
kepentinga masyarakat, negara, dan esensinya juga 
melanggar kepentingan pelakunya sendiri. 
 
Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada 
kosep keadilan retributif (retributive justice) dan konsep yang kedua pada 
konsep keadilan restoratif. 
Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah 
pelanggaran terhadap tertib publik (public order) atau suatu perbuatan 
melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, 
menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik 
masyarakat.Sedangkan perspektif keadilan restoratif memandang 
kejahatn, neskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana 
adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, 
masyarakat, dan pelanggar sendiri. Di Amerika Serikat upaya 
perlindungan terhadap korban kejahatan telah mengalami perkembangan 
sebab jika pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas 
pada korban kejahatan kekerasan victims of crime of violence), seperti 
yang dilakukan oleh pembuat undang-undang California dan merupakan 
negara bagian pertama di Amerika Serikat pada tahun 1965 telah 
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mengundangkan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan bantuan 
keuangan terhadap korban kejahatan kekerasan. Menyusul kemudian 
adalah negara bagian New York sebagai the second victim-compensiting 
state of the United Stated. Saat itu perhatian terhadap korban tersebut 
mencakup pula victim of fraud and economic crime. Kritik terhadap 
pemidanaan model retributif bahwa pidana itu dipusatkan kepada 
pelanggar. 
Sutherland mengatakan bahwa ciri pokok dari kejahatan yakni 
perilaku yang diarang oleh negara, oleh karena itu merupakan perbuatan 
yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi 
dengan pidana sebagai upaya pamungkas. 
Menurut Richard Quiney (Muhadar, 2006:26) kejahatan adalah 
suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat 
berwenang dalam suatu masyarakat yangs secara politis terorganisasi, 
dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan. 
Walaupun batasan pengertian tentang kejahatan itu berbeda-beda 
tetapi secara umum, dapat disumpulkan bahwa, kejahatan itu sangat 
merusak lingkungan hidup manusia merugikan masyarakat dan 
merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma-norma sosial 
dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh hidup terus-
menerus. 
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2. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kejahatan 
yang ada di masyarakat, dan tak terlihat oleh para penegak hukum. 
Sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang sering terjadi di kalangan 
masyarakat meningkat seiring penegakan hukum yang lemah. 
Oleh karena itu dalam pembahasan kali ini perlu upaya 
penanggulangan kejahatan tersbut agar terciptanya keamanan dan 
ketertiban dalam masyarakat.Adapun upaya penanggulangan kejahatan 
yaitu, diantaranya sebagai berikut menurut G. Peter Hoefnagels diakses 
(http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/upaya-penanggulangan-
kejahatan.htmlpada tanggal 9 Desember 2013 Pukul 14.11 Wita) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on 
crime and punishment/massmedia) 
 
Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis 
besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat 
jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. 
Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) 
dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar 
dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur 
penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, 
sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif 
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sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, 
karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai 
tindakan preventif dalam arti luas. 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 
lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran 
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Upaya 
dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah 
terpadu,meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah 
pencegahan (preventif).”Langkah-langkah preventif menurut Baharudin 
Lopa,(http://stisirappang.bolgspot.com/2011/07/kejahatan-dalam-
masyarakat-dan-upaya-.html, pada tanggal 9 Desember 2013 Pukul 14.18 
Wita) yang meliputi:  
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan. 
b.  Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum rakyat.Menambah personil kepolisian dan personil 
penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan 
represif maupun preventif. 
d. Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksana penegak hukum. 
 
Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung 
mencegah kejahatan.Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung 
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menghentikan kejahatan sudah mulai,kejahatan sedang berlangsung 
tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah.Solusi yang 
memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi 
mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau 
hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang 
dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu 
dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. 
Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu 
reformasi.Solusi yang berlangsung kerena rasa takut disebut 
hukuman.Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak,itu 
tergantung pada bentuk hukumannya. 
 
D. Pengertian Amuk Massa 
Massa biasanya berkaitan dengan kondisi psikologis suatu 
kelompok. bagian dari psikologi sosial yg mempelajari teori dan 
konsepmengenai kelompok dan kaitannya dengan perilaku untuk 
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
kelompok dengan menggunakan metode dan teori-teori psikologi. 
Misalnya membahas alasan kenapa individu bergabung dalam suatu 
kelompok, apa saja jenis-jenis kelompok yang ada, bagaimana proses 
terbentuknya suatu kelompok. 
Perlu diketahui pula pengertian masyarakat, karena massa adalah 
bagian dari masyarakat. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat 
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merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama 
dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, 
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan 
di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. 
Adapun pengetianmassa secara umum massa diartikan sebagai 
orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya 
heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Massa 
memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak dapat bergerak dengan 
terorganisir, tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan terdapat 
“dalang” di belakangnya yang berfungsi memanipulasi mereka. Ini 
berbeda pengertiannya bila dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Massa 
dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan media massa 
atau disebut audience. 
Adapun contoh konkret yang negative dari massa tersebut, yaitu 
tawuran penyebab terjadinya tawuran mungkin hanya karena masalah 
sepele yang melibatkan beberapa individu, namun akhirnya dapat 
menjadi tawuran besar yang melibatkan sekelompok manusia. Dalam 
kelompok tawuran itu, mungkin ada beberapa individu yang tidak 
berkepentingan sama sekali, namun karena pengaruh dari kelompok, 
pada akhirnya membuat seorang individu menjadi ikut-ikutan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa massa merupakan suatu kumpulan 
manusia, individu, msayarakat, dan kelompok yang bergabung menjadi 
suatu tim dan memiliki tujuan yang sama. 
36 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, informasi yang 
diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sstem tulisan ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan 
dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran 
secara sistematis terhadap instansi dan kota tersebut dalam memberikan 
perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban 
kejahatan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang terhimpun  dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang digolongkan 
ke dalam 2 jenis data, yaitu: 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian, dimana data didapatkan setelah melakukan wawancara 
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langsung dengan responden (informasi) yang berkompeten atau 
pihak-pihak yang terkait dilokasi penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan 
berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, 
termasuk literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu 
hukum, hasil penelitan, aturan perundang-undangan, surat kabar, 
majalah, termasuk pula data yang bersumber dari instansi-instansi 
hukum dan bacaan yang sangat terkait erat dengan pembahasan 
penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
data dan informasi adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Penelitian ni diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang 
berupa hasil wawacara dengan instansi dari informan atau pihak-
pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian ini 
sehingga, mendapatkan data yag akurat dan obyektif demi 
kesempurnaan penulisan ini. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data 
sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumnetasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, 
dengan menggunakan pendekatan normatif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Peranan Anak selaku Korban sehingga terjadi Amuk Massa di Kota 
Makassar. 
1. Perkembangan Kejahatan di Kota Makassar. 
Kejahatan Amuk Massa di Kota Makassar adalah salah satu 
permasalahan yang sering terjadi dikehidupan masyarakat, maupun 
tidak terkecuali di Kota Makassar dengan berbagai dinamika dan 
persoalan sosial masyarakatnya. 
Dalam pembahasan ini perlu diketahui pula perkembangan 
anak menjadi korban Amuk Massa di Kota Makassar. Dewasa kini 
anak dapat menjadi korban suatu kejahatan, pelaku kejahatan serta 
anak melakukan kejahatan dan menyebabkan dirinya menjadi korban 
dari kejahatan, perlu diketahui mengapa anak harusnya tidak menjadi 
korban dari kejahatan dan bagaimana peranan anak menjadi korban 
dari kejahatan. 
Arif Gosita (Maidin Gultom, 2008:2) mengatakan bahwa anak 
wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa 
saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun 
pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang 
dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian 
(mental, fisik, social), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif 
40 
 
orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung 
maupuntidak langsung. 
Adapun Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya yaitu 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang 
diperoleh dari Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Makassar, maka 
menghasilkan beberapa hasil yang ditunjukkan dari beberapa tabel. 
Amuk Massa terhadap anak salah satu bentuk kejahatan yang sering 
terjadi. Untuk menggambarkan jumlah kejahatan terhadap anak 
tersebut, penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan 
atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian 
Resort (Polres) diberbagai wilayah Kota Makassar dimana data 
tersebut direkapitulasi pihak Polrestabes Makassar. 
Tabel 1. 
Jumlah kasus Amuk Massa yang dilaporkan  Polrestabes 
Makassar Tahun 2011-2013 
No. Tahun Jumlah Persentase 
1 2011 35 26% 
2 2012 52 38% 
3 2013 50 36% 
 TOTAL 137 100% 
Sumber: Polrestabes Makassar 2014 
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Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kasus 
Amuk Massa yang dilaporkan di Kota Makassar cenderung tidak stabil 
hasil persentase setiap tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tercatat 
sebanyak 35 kasus (26%) Amuk Massa terhadap anak terjadi, 
kemudian pada tahun 2012 menunjukkan jumlah yang berbeda 
dimana terjadi peningkatan cukup signifikan dengan 52 kasus (38%), 
dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013 mengalami penurunan 
tetapi tidak cukup signifikan sebanyak 50 kasus (36%). 
Melihat hasil dari jumlah kasus amuk massa terhadap anak 
selama tiga tahun terakhir pada tabel diatas maka secara keseluruhan 
tercatat sebanyak 137 kasus. 
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Sementara itu secara khusus berdasarkan data yang 
diperoleh penulis dari laporan masyarakat kepada Polrestabes 
Makassar dimana penulis melakukan penelitian, menunjukkan hasil 
fluktuatif yang akan dipersentasekan dalam tabel berikut ini. 
Tabel 2. 
Jumlah kasus Amuk Massa terhadap Anak yang ditangani 
Polrestabes Makassar Tahun 2011-2013 
No. Tahun Jumlah Persentase 
1 2011 18 34% 
2 2012 10 19% 
3 2013 25 47% 
 TOTAL 53 100% 
Sumber: Polrestaber Makassar 2014 
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus amuk massa 
terhadap anak yang dilaporkan di Polrestabes menunjukkan hasil 
yang fluktuatif. Polrestabes Makassar mencatat sebanyak 53 kasus 
amuk massa yang ditindak lanjuti oleh Kasubnit PPA Polrestabes 
Makassar. 
Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 18 kasus (34%), 
kemudian tahun 2012 menunjukkan adanya penurunan yang tidak 
signifikan dengan jumlah kasus 10 (19%), dan pada tahun 2013 
jumlah kasus amuk massa terhadap anak yang tercatat di Polrestabes 
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Makassar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 
sebelumnya, dengan jumlah kasus 25 (47%). 
Setelah melihat kedua tabel diatas kita dapat melihat dua hal 
yang berbeda. Secara umum (Lihat Tabel 1.) Kasus amuk massa 
terhadap anak di Kota Makassar setiap tahunnya tidak mengalami 
penurunan yang signifikan dan secara nyata menjelaskan bahwa 
kasus tersebut tidak mengalami selisih yang jauh dari tahun ke tahun, 
sedangkan berbeda dengan wilayah hukum Polrestabes Makassar 
(Lihat Tabel 2.) dimana jumlah kasus amuk massa terhadap anak 
berbeda setiap tahunnya yang menunjukkan penurunan yang cukup 
signifikan. 
Tabel 3. 
Jumlah kasus Amuk Massa Yang Berakhir Damai  
di Kota Makassar 
Jumlah Kasus 
Amuk Massa 
yang dilaporkan 
Jumlah Kasus 
Amuk Massa 
yang ditangani 
Jumlah Persentase (%) 
137 53 84 61 % 
Sumber: Polrestabes Makassar 2014 
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus amuk massa 
terhadap anak selaku korbannya yang dirangkum oleh pihak 
kepolisian polrestabes makassar yaitu mencatat bahwa secara umum 
jumlah kasus amuk massa yang dilaporkan selisih dengan jumlah 
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kasus yang ditangani menunjukkan angka 84 kasus (61%) yang 
berakhir damai selama tahun 2011-2013. Kemudian hasil wawancara 
dengan IPDA Yuliman selaku Kasubnit II Unit VI PPA Polrestabes 
Makassar yang berdasarkan wawancara (18 Januari 2014) juga 
mengatakan bahwa berakhir damai dengan kesepakan kepada pihak 
pelaku dan pihak korban degan membuat surat pernyataan masing-
masing pihak. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan 
penegakan hukum diberbagai wilayah hukum kota Makassar cukup 
berimbang, khususnya penanganan kasus kejahatan yang dimana 
anak menjadi korbannya. 
2. Peranan Korban sehingga terjadi Amuk Massa di Kota Makassar. 
Berbicara mengenai viktimologis akan erat kaitannya dengan 
pembicaraan bagaimanakah peranan anak selaku korban sehingga 
terjadinya suatu kejahatan, termasuk salah satunya kasus Amuk 
Massa. 
Menentukan peranan anak selaku korban amuk massa di kota 
Makassar bukanlah hal mudah, hal ini terkait dengan konsentrasi 
aparat Kepolisian dan masyarakat yang tertuju pada pelaku kejahatan 
saja. Timbulnya kejahatan khususnya amuk massa yang dimana anak 
sebagai korbannya menimbulkan reaksi luar biasa dari masyarakat 
dimana kejahatan itu terjadi. Pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat 
perlu juga memahami dan menganalisis sejauh mana peranan anak 
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selaku korban itu, dan bagaimana bentuk peranan korban itu sendiri. 
Bagi Kepolisian hal ini akan sangat membantu memberikan alur 
informasi yang obyektif demi mencapai kebenaran materil. Pihak 
korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang 
pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap 
dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak 
ada hubungan sebelumnya. (A. Ermita Hatta Dai,2011:48) 
Menurut IPDA Yuliman selaku Kasubnit II Unit VI PPA 
Polrestabes Makassar yang berdasarkan wawancara (18 Januari 
2014), mengungkapkan bahwa derajat kesalahan atau faktor-faktor 
yang melatar belakangi anak menjadi korban amuk massa terdiri dari 
beberapa faktor yaitu Faktor Internal dan faktor Eksternal. 
Adapun faktor-faktor Internal yaitu: 
1. Kurangnya perhatian dari orang tua yang membuat anak 
tersebut merasakan pergaulan diluar selain dirumahnya 
sendiri. Akibatnya anak yang biasanya di rumah dan anak 
yang baik, karena tidak diperhatikan akhirnya memilih 
pergaulan diluar yang dimana tingkat terjadinya kejahatan 
masih cukup tinggi. 
2. Faktor Pendidikan yang akan mempengaruhi perkembangan 
dan tumbuh anak. Akibatnya karena kurang pemahaman 
anak terhadap kejahatan yang sering terjadi khususnya di 
Kota Makassar, pelaku kejahatan dapat dengan mudah 
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mempengaruhi dan memanfaatkan anak selaku korban 
untuk melakukan kejahatan. 
Adapun faktor Eksternal yaitu: 
1. Lingkungan atau pergaulan. Faktor ini menjadi faktor terakhir 
dimana anak dapat menjadi korban kejahatan. Lanjut IPDA 
Yuliman mengatakan bahwa terjadinya atau akibat dari 
faktor internal yang dapat menjerumuskan anak memilih 
pergaulan yang salah yang dapat membuat mineset anak 
terbentuk sesuai dengan dimana mereka bergaul dan 
dengan siapa mereka bergaul. 
Untuk menjawab mengenai peranan korban dalam terjadinya 
Amuk massa, lebih lanjut penulis melakukan wawancara (20 Januari 
2014) dengan salah satu korban Amuk Massa Sdr. Anel (10 tahun) di 
daerah Perumnas Antang, Anel mengaku bahwa sekitar tahun 2011 
pernah menjadi korban amuk massa, dikarenakan pada saat itu ia 
bergaul dengan temannya yang sering mencuri di salah satu Warung 
(Toko A) Perumnas Antang. Suatu hari teman si Anel atau Inisialnya 
AR mengajaknya untuk berbelanja di Warung (Toko A) dan  Anel pun 
ikut dengan AR. Singkat cerita hasil wawancara dengan Anel, 
mengatakan bahwa saat itu temannya tertangkap tangan oleh pemilik 
warung sedang mencuri Rokok 1 bungkus (Sampoerna) dan dengan 
refleks yang sangat luar biasa dari si Pemilik Warung dan langsung 
memukuli AR danAnel , kemudian diamankan di Polsek Manggala. 
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Niatnya Anel hanya ingin menemani AR, tetapi AR hanya berpura-
pura ingin berbelanja. 
Lanjut lagi hasil wawancara pada tanggal 25 januari 2014 
dengan salah satu korban yang bernama Agung (16 Tahun) yang 
juga tinggal di daerah Antang. 
Hasil wawancara bersamanya, Agung menerangkan bahwa 
dirinya pernah menjadi korban amuk massa yang dimana locus 
delictinya Pasar Antang sekitar bulan Agustus tahun 2013 lalu. 
Dalam wawancara penulis dengan korban, penulis bertanya kepada 
korban mengapa dirinya bisa menjadi korban dari amuk massa? 
Korbanpun  menjawab bahwa dirinya di fitnah oleh salah seorang 
pengunjung (pembeli) di Pasar, yang dimana Pasar tersebut tempat 
Agung bekerja sebagai kuli pasar. Korban di fitnah karena diduga 
ingin mencuri belanjaan salah seorang pembeli di Pasar, tanpa fikir 
panjang pada saat itu salah seorang tukang parkir (Dg. Liwang) 
langsung meneriaki Agung dan memukulinya, beberapa pembeli 
saat itu ikut juga memukuli Agung. Korban yang tidak mengerti apa-
apa mengapa sehingga dirinya di pukuli, dia hanya diam tanpa 
memberi perlawanan sama sekali dan hingga pihak kepolisian 
sektor (Polsek) Manggala datang di lokasi Pasar Antang. 
Hal tersebut mencerminkan bahwa lingkungan atau dengan 
siapa kita bergaul dapat menjadi peran yang cukup penting untuk 
menjadi korban Amuk Massa, khususnya pada anak. 
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B. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi 
adanya Anak selaku korban amuk massa di Kota Makassar. 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
amuk massa yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum 
terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan 
dari suatu kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara IPDA Yuliman 
(18 Januari 204) mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan 
untuk mencegah terjadinya Amuk Massa adalah: 
 Dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) yang 
terdapat disetiap kelurahan guna memberikan pengetahuan 
melalui penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus 
dilakukan agar terhindar dari berbagai kejahatan. 
 Melalui sosialisasi ke Sekolah-sekolah, menjadi pemateri di 
Seminar-seminar atau penyuluhan Hukum. 
 Berkoordinasi langsung dengan lembaga Pemerintah dan 
Nonpemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan 
hukum di Indonesia, terkhusus Wilayah Hukum kota 
Makassar dan melakukan kerja sama dengan Lembaga-
lembaga Sosial. 
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 Upaya preventif yang terakhir adalah himbauan kerjasama 
dan tanggungjawab bersama sesama warga masyarakat 
kota Makassar. 
Menurut (IPDA Yuliman) upaya-upaya diatas sudah cukup 
efektif. Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat memberi 
pengertian tentang berbagai kejahatan dan memberikan 
pemahaman kepada setiap warga ,masyarakat untuk lebih waspada 
dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban 
kejahatan. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan kejahatan 
mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya 
menghimbau masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya 
diatas juga mengajak masyarakat untuk bertindak sesuai dengan 
aturan dan norma-norma yang berlaku. 
Upaya lainnya yaitu, upaya represif merupakan tindakan-
tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak 
pidana. Lebih lanjut IPDA Yuliman (wawancara 18 Januari 2014) 
menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak 
lanjuti setiap laporan, termasuk kasus amuk massa. Kemudian 
memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak 
pidana guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan 
didalam masyarakat dan kepastian hukum. 
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Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur KUHPidana Pasal 170 Ayat 1 menerangkankan bahwa: 
Barang siapa dengan terang-terangan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang 
dimana dalam kejahatan ini anak selaku korban amuk massa  maka 
UU yang dapat diberlakukan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya 
dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap 
orang untuk berfikir lebih lanjut sebelum melakukan kejahatan, 
khususnya anak selaku korban amuk massa. Pengimplementasian 
aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu 
berdasarkan rasa keadilan sehingga menciptakan kepercayaan dan 
citra yang baik kepada aparat penegak hukum untuk betugas secara 
optimal dan sebaik-baiknya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil dari bab hasil penelitian maka penulis 
dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Peranan anak selaku korban dalam terlaksananya suatu 
kejahatan amuk massa adalah faktor kurangnya perhatian dari 
orang tua, rendahnya pengetahuan yang di dapatkan sejak dini 
dan faktor lingkungan atau pergaulan yang didapatkan 
menyebabkan dirinya menjadi korban. 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
anak selaku korban amuk massa di Kota Makassar terdiri dari 
dua bentuk yang pertama upaya Preventif, upaya yang 
dilakukan sebelum terjadinya kejahatan (Pencegahan) dengan 
melakukan melakukan penyuluhan hukum melalui BINMAS, 
sosialisai ke Sekolah-sekolah, berkoordinasi dengan lembaga 
pemerintahan dan non pemerintahan, serta himbauan kepada 
masyarakat. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu 
tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya 
tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan Amuk 
Massa yang terjadi dengan memberikan sanksi yang tegas 
kepada pelaku. 
 
52 
 
 
B. Saran 
1. Kepada semua pihak baik orang tua, masyarakat, maupun 
aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif 
maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua 
mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih untuk 
menghindarikan munculnya korban. 
2. Setiap orang lebih waspada dan hati-hati untuk memilih teman 
untuk bergaul. 
3. BINMAS yang menurut pihak kepolisian berada di setiap 
Kelurahan hendaknya lebih diefektifkan perannya didalam 
masyarakat. 
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